
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 

NOMOR: 39/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 

TENTANG 

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN DI DISTRIK 

OKBEMTAU 

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 

TAHUN 2020 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, 

Menimbang a. bahwa terjadi keterlambatan distribusi logistik Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2020

ke wilayah Distrik Okbemtau, sehingga pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 tidak

dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

b. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wall Kota, dalam hal di

sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubemur

dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali

wakil ... 
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Kata dan Wakil Wali Kata terjadi kerusuhan, gangguan 

keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau 

gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan 

Pemungutan dan/ atau Penghitungan Suara tidak dapat 

dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/ atau 

Penghitungan Suara susulan. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bin tang tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan di Distrik

Okbemtau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4884);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom

Kabupaten Sarong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten

Waimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan

Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

3 ... 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republilc Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republilc Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2008

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia

Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia

Nomor 5189);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wall Kota sebagaimana

telah diubah dengan Pera.turan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Penghitungan. Suara Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6 ... 
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6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubemur dan W aki1 Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubemur dan W aki1 Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 20220 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan W aki1 W alikota Serentak Lan ju tan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

716), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Peratu.ran Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang

wakil. .. 
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Pelaksanaan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana 

Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pegunungan Bintang Nomor: 16/PL.02-Kpt/9112/KPU­

Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Lanjutan 

Tahun 2020; 

1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 58/PL.02.6-

BA/9112/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan di 

Distrik Okbemtau pada Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEMUNGUTAN DAN 

PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN DI DISTRIK 

OKBEMTAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 

2020 

Menetapkan Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Susulan di Distrik Okbemtau Pada Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 

Menetapkan pelaksanaan Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Susulan di Distrik Okbemtau Pada 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang 

Tahun 2020 pada tanggal 10 Desember 2020; 

Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Distrik, Panitia 

Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara di seluruh wilayah Distrik Okbemtau 
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untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Susulan pada tanggal 10 Desember 2020; 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Oksibil 

pada tanggal 9 Desember 2020 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, 

ttd 

TITUS L. MOHI 
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